Hakim menjatuhkan pidana harus dalam
rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan,
dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan
hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun
bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada
tujuan hukum acara pidana, secara sederhana
adalah untuk menemukan kebenaran matenil.
Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas, yaitu
tujuan hukum acara pidana adalah mencari
dan menemukan kebenaran materiil itu hanya
merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan
akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib
hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu
masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil,
dan sejahtera (Rifai, 2010: 102). :

Fungsi utama dari seorang hakim adalah
memberikan putusan terhadap perkara yang
diajukan kepadanya, di mana dalam perkara
pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian
negatif (negative wetterlijke), yang pada
prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau
peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti,
di samping adanya alat-alat bukti menurut
undang-undang juga ditentukan keyakinan
hakim yang dilandasi dengan integritas moral
yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-
mata didasarkan pada ketentuvan yuridis saja,
melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Memeriksa dan memutus suatu perkara
bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, lembaga
peradilan mulai dipersoalkan oleh masyarakat,
oleh karena itu putusan hakim tidak lagi semata-
mata hanya menjadi bahan perbincangan secara
hukum dan ilmu hukum atan menjadi bahan
kajian ilmu hukum saja, tetapi akan lebih jauh
menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan dan
diperdebatkan, terlebih jika ada putusan hakim
yang dirasakan kurang memuaskan masyarakat.
Ungkapan yang sering didengar atas putusan

tersebut seperti: “Kurang mencerminkan rasa
keadilan masyarakat, terlalu legalistik formal
ataupun tidak menunjang program pemerintah.”

Dalam hukum pidana ada dua jenis putusan
hakim vyang dikenal selama ini, yaitu pertama
putnsan sela, dan yang kedua, putusan akhir
(Rifai, 2010: 121.). Putusan sela adalah putusan
yang dikeluarkan oleh hakim terhadap keberatan
(eksepsi) atas surat dakwaan dari jaksa penuntut
umum yang diajukan oleh terdakwa melalui
penasihat hukumnya. Sedangkan putusan akhir
adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim
setelah memeriksa pokok perkara, yaitu berupa
alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak,
dari pihak jaksa penuntut umum maupun pihak

terdakwa.

Ada beberapa putusan akhir di antaranya
adalah: putusan bebas (vrijspraak), putusan
pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslaag
van alle recht vervolging), dan putusan
pemidanaan. Putusan bebas (vrijspraak) adalah
putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa
pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana
yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam
dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum
terhadap terdakwa di persidangan, ternyata
setelah melalui proses pemeriksaan dalam
persfdangan tidak ditemukannya adanya bukti-
bukti cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah
yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka
kepada terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat
(1) KUHAP).

Putusan pelepasan terdakwa dari segala
tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila
dalam persidangan temyata terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana
dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui
bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan
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